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KATA PENGANTAR 
 

 
Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan telah 

menyusun Rencana Aksi tersebut mengambarkan target-target pencapaian kinerja 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selama Tahun 2025. 

Dalam rangka melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi yang telah disusun 

tersebut, disusunlah Laporan Monitoring Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang 

menggambarkan sejauh mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Grobogan Tengah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penjelasan 

terhadap progres capaian serta kendala dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan guna perbaikan kinerja 

selanjutnya. Semoga Laporan Monitoring Rencana Aksi ini dapat memberikan informasi 

pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan 

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 
KABUPATEN GROBOGAN 

 
 
 
 
 

 
Pradana Setyawan.S.Pt, M.P. 
Pembina Tk. I 
NIP. 197606262005011011 



Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi rakor kegiatan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Semua Bidang agar dalam pelaksanaan kegiatan untuk disiplin dan tetap mengacu 

kepada target yang sudah direncanakan; 

2. Apabila ada perubahan aturan untuk segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi; 

3. Semua bidang lebih intensif dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan; 

4. Perencanaan kegiatan dilakukan tidak sebatas permasalahan teknis dan anggaran. 

5. namun dilakukan pembahasan yang kaitannya dengan kesiapan lokasi/sasaran serta 

personil teknis yang akan ditunjuk sebagai organisasi kegiatan; 

6. Diktum Keempat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperintahkan kepada 

Bupati, agar: 

a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, 

pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. 

b. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium 

yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. 

c. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. e. 

Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak 

berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran 

belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 

d. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, 

maupun jasa kepada Kementerian/ Lembaga. 

e. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari 

Transfer ke Daerah. 

7. Penyesuaian Rincian Pendapatan Alokasi Transfer Ke Daerah sesuai dengan Surat Menteri 

Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025, tanggal 23 September 2025 hal : Penyampaian 

Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA.2026. 

8. GU terakhir tanggal 15 Desember, diharapkan SPJ paling lambat diumpulkan tanggal 19 

Desember 

.
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MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
 

 
No. 

 
Tujuan dan 

Sasaran 

 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Program/Kegiatan 

/Sub Kegiatan 

Target dan Realisasi per Triwulan  
Penanggung 

-jawab 

K

et

er

a

n

g

a

n 

(F

a

kt

or 

p

e

n

u

nj

a

n

g 

keberhasilan/pengha
mbat 

kegagalan) 

 
Rencana 

Tind

ak 

Lanj

ut/S

olus

i 

Per

baik

an 

TW I TW II TW III TW IV Jumlah 

Target Realisasi Persentase (%) Target Realisasi Persentase (%) Target Realisasi Persentase (%) Target Realisasi Persentase (%) Target Realisasi Persentase (%) 

Pernyataan Indikator Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 

1 Meningkatkan 

pertumbuhan 

sektor 

perindustrian 

terhadap 

perekonomian 

daerah 

 
Pertumbuhan 

PDRB Sektor 

industri 

pengolahan 

                                   

  Persentase 

pertumbuhan 

industri 

 
 

 
 

 
a. PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI 

Prosentase Pencapaian 

sasaran pembangunan 

industri termasuk turunan 

indikator pembangunan 

industri dalam RIPIN yang 

ditetapkan dalam RPIK 

       
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
343,337,000 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
160,454,400 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
25.67 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
600,000,000 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
338,504,150 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
54.16 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
600,000

,000 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
581,55
0,290 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
96,86 

 
 

 
 

 
600,000,000 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
581,550,290 

 
 

 
 

 
100 

 
 

 
 

 
96,86 

 
 

 
 

 
600,000

,000 

   

    
 
 

 
1). Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

 
 
 

 
Presentase pencapaian sasaran 

pembangunan industri termasuk 

turunan indikator dalam RIPIN 

yang ditetapkan dalam RPIK 

       
 
 

 
100 

 
 
 

 
343,337,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
160,454,400 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
26.74 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
600,000,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
338,504,150 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
56.42 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
600,000

,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
581,55
0,290 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
96,86 

 
 
 

 
600,000,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
581,550,290 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
96,86 

 
 
 

 
600,000

,000 

   

    
 

 
a). Koordinasi, Sinkronisasi,dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 

Peran Serta Masyarakat. 

 

 
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat 

       
 

 
100 

 
 

 
343,337,000 

 
 

 
100 

 
 

 
160,454,400 

 
 

 
100 

 
 

 
26.74 

 
 

 
100 

 
 

 
600,000,000 

 
 

 
100 

 
 

 
338,504,150 

 
 

 
100 

 
 

 
56.42 

 
 

 
100 

 
 

 
600,000

,000 

 
 

 
100 

 
 

 
581,55

0,290 

 
 

 
100 

 
 

 
96,86 

 
 

 
600,000,000 

 
 

 
100 

 
 

 
581,550,290 

 
 

 
100 

 
 

 
96,86 

 
 

 
600,000

,000 

   

    
 

 
b} Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri 

 

 
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri 

                  100 35.000.0
00 

100 33.534.7
10 

100  35.000.000         

    

 
b. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 

 

 
Tersedianya informasi industri 

secara lengkap, akurat dan 

terkini 

                                 

   
 
1] Penyediaan Informasi Industri untuk 

Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 

dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 

 
Prosentase IKM masuk dalam 

SIINAS yang melakukan 

updating data 

                                 

   
 
a] Diseminasi , Publikasi Data Informasi dan 

Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui 

SIINas 

 
Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi 

dan Publikasi Data Informasi dan 

Analisis Industri Kabupaten/Kota 

Melalui SIINas 

                                 

2. Meningkatkan 

Pertumbuhan sektor 

perdagangan 

terhadap 

perekonomian daerah 

Pertumbuhan 
PDRB Sektor 

perdagangan 
Besar dan 
eceran, reparasi 
mobil dan 
sepeda motor 

                                   

    

 
a] PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN 

Persentase Sarana Distribusi 

Perdagangan yang memenuhi 

persyaratan teknis. 

             

 
78,57 

 

 
1,170,513,928 

 

 
3 pasar 

 

 
660,250,445 

 

 
60.00 

 

 
31.79 

 

 
1,170,513,928 

 

 
3 pasar 

 

 
660,250,445 

 

 
60.00 

 

 
31.79 

 

 
1,170,513,928 

 

 
1,170,513,928 

 

 
3 pasar 

 

 
660,250,445 

 

 
60.00 

 

 
31.79 

    

   1] Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang 

direvitalisasi 

             

 
5 pasar 

 

 
1,170,513,928 

 

 
3 pasar 

 

 
600,388,205 

 

 
60.00 

 

 
51.29 

 

 
1,170,513,928 

 

 
3 pasar 

 

 
600,388,205 

 

 
60.00 

 

 
51.29 

 

 
1,170,513,928 

 

 
1,170,513,928 

 

 
3 pasar 

 

 
600,388,205 

 

 
60.00 

 

 
51.29 

    

   
 
a] Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

 
Jumlah sarana distribusi 

perdagangan yang direvitalisasi 

            

 
5 pasar 

 
1,170,513,928 

 
3 pasar 

 
600,388,205 

 
60.00 

 
51.29 

 
1,170,513,928 

 
3 pasar 

 
600,388,205 

 
60.00 

 
51.29 

 
1,170,513,928 

 
1,170,513,928 

 
3 pasar 

 
600,388,205 

 
60.00 

 
51.29 

    

   2] Pembinaan Terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Masyarakat di Wilayah Kerjanya 

 

 
Cakupan bina kelompok pedagan 

dan usaha informal 

       

 
82 

 

 
350,115,000 

 

 
82 

 

 
5,112,000 

 

 
100 

 

 
0.82 

 
 

 
82 

 

 
897,387,600 

 
 

 
82 

 

 
59,862,240 

 

 
100 

 

 
6.60 

 

 
897,387,600 

 
 

 
82 

 

 
59,862,240 

 

 
100 

 

 
6.60 

 

 
897,387,600 

 

 
897,387,600 

 
 

 
82 

 

 
59,862,240 

 

 
100 

 

 
6.60 

    

   Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 

dan Pengendalian kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan 

       

 
1 dok 

 

 
350,115,000 

 

 
1 dok 

 

 
5,112,000 

 

 
100 

 

 
0.82 

 

 
1 dok 

 

 
897,387,600 

 

 
1 dok 

 

 
59,862,240 

 

 
100 

 

 
6.60 

 

 
897,387,600 

 
1 dok 

 

 
59,862,240 

 

 
100 

 

 
6.60 

 

 
897,387,600 

 

 
897,387,600 

 

 
1 dok 

 

 
59,862,240 

 

 
100 

 

 
6.60 

    

   b. PROGRAM STABILISASI HARGA 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING 

Persentase kelangkaan 

ketersediaan harga, stok 

kebutuhan Bapokting 

 

 
11,11 

 

 
642,475,000 

 

 
11,11 

 

 
604,168,350 

 

 
100.00 

 

 
90.17 

 

 
11,11 

 

 
644,950,000 

 

 
11,11 

 

 
643,743,350 

 

 
100 

 

 
99 

             

 
644,950,000 

 

 
11,11 

 

 
643,743,350 

 

 
100 

 

 
644,950

,000 

 

 
99 

   

   1] Pengendalian Harga, dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

 
Jumlah pasar yang dilakukan 

pemantauan harga dan stok 

barang kebutuhan pokok dan 

barang penting 

14 pasar 642,475,000 14 Pasar 604,168,350 100.00 92.95 14 pasar 644,950,000 14 pasar 643,743,350               644,950,000 14 
pasar 

643,743,350  644,950
,000 

    

   a] Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 

Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam 

Sistem Informasi Perdagangan 

 

 
Jumlah Operasi Pasar Reguler 

dan Pasar Khusus yang 

Berdampak 

14 pasar 2,475,000 14 pasar 2,475,000 100.00 24.75 14 pasar 4,950,000 14 pasar 4,950,000 100 49.50             4,950,000 14 

pasar 

4,950,000 100 4,950,0

00 

49
.5
0 

   



   b] Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 

Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 

(satu) Kabupaten/Kota 

 

 
Jumlah pelaksanaan operasi pasar 

20 lokasi 640,000,000 20 lokasi 601,693,350 100.00 94.01 20 lokasi 640,000,000 20 lokasi 638,793,350 100 99.81                      

   
 
2] Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
Jumlah Lokasi Pengawasan 

penyaluran Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi 

                                 

   

a] Pengawasan Penyaluran dan 

Penggunaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi 

Jumlah Lokasi Pengawasan 

penyaluran Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi 

                                 

   e. PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Persentase alat-alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya 

(UTTP) bertanda tera sah yang 

berlaku 

       

 
100 

 

 
22,750,000 

 

 
50 

 

 
9,546,000 

 

 
50 

 

 
41.96 

             

 
100 

 

 
22,750,0

00 

 

 
50 

 

 
9,5
46,
000 

 

 
50 

 

 
4
1.
9
6 

   

   
 
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 

TeraUlang, dan Pengawasan 

 
Jumlah alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya ( UTTP ) 

yang ditera/tera ulang 

      

 
1,000 

 
22,750,000 

 
500 

 
9,546,000 

 
50 

 
41.96 

            

 
1,000 

 
22,750,0

00 

 
500 

 
9,5
46,
000 

 
50 

 
4
1.
9

6 

   

   

 
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 

Tera Ulang 

 
Jumlah alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya ( UTTP ) 

yang ditera/tera ulang 

       
 

1,000 

 
 

22,750,000 

 
 

500 

 

 
9,546,000 

 
 

50 

 

 
41.96 

             
 

1,000 

 
 
22,750,0

00 

 
 

500 

 

 
9,5
46,

000 

 
 

50 

 

 
4
1.

9
6 

   

    

 
PROGRAM PENGGUNAAN DAN 

PEMASARANPRODUK DALAM NEGERI 

 

 
Persentase Promosi Produk Lokal 

yang Difasilitasi/ Dilaksanakan 

             

 
1,43 

 

 
200,000,000 

 

 
1,43 

 

 
22,452,000 

 

 
100 

 

 
11.23 

 

 
1,43 

 

 
200,000,

000 

 

 
1,43 

 

 

22,452,000 

 

 
100  

11.23 

 

 
1,43 

 

 
200,000,

000 

 

 
1,43 

 

 

22,452,00
0 

 

 
100  

11.23 

   

    
 
 

 
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan 

Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri 

 
 

 
Jumlah pelaku usaha yang 

difasilitasi Promosi, Pemasaran 

dan Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri 

             
 
 

 
150 

 
 
 

 
200,000,000 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 
22,452,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
11.23 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 
200,000,

000 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 

22,452,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 

11.23 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 
200,000,

000 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 

22,452,00
0 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 

11.23 

   

    
 
 

 
a] Pelaksanaan Promosi Penggunaan 

Produk Dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota 

 
 

 
Jumlah pelaku usaha yang 

difasilitasi Promosi, Pemasaran 

dan Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri 

             
 
 

 
150 

 
 
 

 
200,000,000 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 
22,452,000 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
11.23 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 
200,000,

000 

 
 
 

 
150 

 
 

 

 
22,452,000 

 
 
 

 
100  

11.23 

 
 
 

 
150 

 
 
 

 
200,000,

000 

 
 
 

 
150 

 
 

 

 
22,452,00
0 

 
 
 

 
100  

11.23 

   

 

 

 
3. 

Meningkatnya kinerja 

tata kelola 
pemerintahan dan 
kualitas pelayanan 
publik didukung 
dengan manajemen 

administrasi 
perkantoran 

 

 
Nilai SAKIP OPD 

: B 

Nilai IKM OPD : B 

                                   

   PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase layanan dukungan 

administrasi kesekretariatan yang 

sesuai SOP 

   2,102,168,084  16.20                            

   Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase dokumen 

perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi kinerja berkualitas 

 

 
5 

 

 
5,970,000 

 

 
2 

 

 
1,800,000.00 

  

 
2.66 

 

 
5 

 

 
55,780,000 

 

 
3 

 

 
11,940,000 

 

 
60 

 

 
17.63 

 

 
5 

 

 
61,750,000 

 

 
4 

 

 
15,374,000 

 

 
80 

 

 
22.70 

       

 
5 

 

 
61,750,0

00 

 

 
4 

 

 
1
5,

3
7
4,
0

0
0 

 

 
80 

 

 
2
2

.
7
0 

   

    

 
Koordinasi danPenyusunan 

LaporanCapaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

KinerjaSKPD 

 
Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

 
 

 
5 

 
 

 
5,970,000 

 
 

 
2 

 
 

 
1,800,000.00 

 
 

 
40 

 
 

 
2.66 

 
 

 
5 

 
 

 
55,780,000 

 
 

 
3 

 
 

 
11,940,000 

 
 

 
60 

 
 

 
17.63 

 
 

 
5 

 
 

 
61,750,000 

 
 

 
4 

 
 

 
15,374,000 

 
 

 
80 

 
 

 
22.70 

       
 

 
5 

 
 

 
61,750,0

00 

 
 

 
4 

 
 

 
1
5,
3
7
4,
0
0
0 

 
 

 
80 

 
 

 
2
2
.
7
0 

   

    
 
 
 

 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

 
 
 

 
Persentase pembayaran gaji 

dan tunjangan ASN dan 

penyelesaian laporan 

keuangan tepat waktu 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
2,551,622,207 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
841,476,666 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
10,65 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
5,229,912,266 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
3,529,380,288 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
44.68 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
6,888,595,315 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
4,562,873,285 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
57.77 

       
 
 

 
100 

 
 
 

 
6,888,59

5,315 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
4,5

62,
87
3,2
85 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 

 
5

7
.
7
7 

   

   

Penyediaan Gaji 

danTunjangan ASN 

 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN 

 
59 

 
2,551,622,207 

 
59 

 
841,476,666 

 
100 

 
10,65 

 
59 

 
5,229,912,266 

 
59 

 
3,529,380,288 

 
100 

 
44.68 

 
59 

 
6,888,595,315 

 
59 

 
4,562,873,285 

 
100 

 
57.77 

       
59 

 
6,888,59

5,315 

 
59 

 
4,5
62,
87

3,2
85 

 
100 

 
5
7
.

7
7 

   

   

 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

 
Persentase penyelesaian dokumen 

administrasi kepegawain tepat 

waktu 

 

 
55 

 

 
153,760,000 

 

 
55 

 

 
144,910,000 

 

 
100 

 

 
94.24 

                           

   

Bimbingan 

TeknisImplementasi 

PeraturanPerundang- 

Undangan 

 
Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

 
55 

 

 
153,760,000 

 

 
55 

 

 
144,910,000 

 

 
100 

 

 
94.24 

                           

   
 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

 
Persentase pemenuhan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

 
100 

 
600,643,800 

 
100 

 
526,775,016 

 
100 

 
88.00 

 
100 

 
645,524,800 

 
100 

 
464,027,966 

 
100 

 
72 

                     

   

 
Penyediaan 

KomponenInstalasiListrik/Pen 

eranganBangunan Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

 

 
13 

 

 
40.025.000 

 

 
13 

 

 
18,625,000.00 

 

 
100 

 

 
46,53 

       

 
13 

 

 
40,025,000 

 

 
13 

 

 
19,125,000 

 

 

 
100 

 

 

 
48 

 

 
1
3 

 

 
40,025,0

00 

 

 
13 

 

 
19,125,000 

 

 

 
100 

 

 

 
48 

 

 
1
3 

 

 
40,025,0

00 

 

 
13 

 

 
19,125,00

0 

 

 

 
100 

 

 

 
48 

   

    

 
Penyediaan Peralatandan 

Perlengkapan Kantor 

 
Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

 

 
19 

 

 
60.070.000 

 

 
19 

 

 
57,015,000.00 

 

 
100 

 

 
94,91 

       

 
19 

 

 
60,070,000 

 

 
19 

 

 
57,715,000 

 
 

 
100 

 
 

 
95 

 

 
1
9 

 

 
60,070,0

00 

 

 
19 

 

 
57,715,000 

 
 

 
100 

 
 

 
95 

 

 
1
9 

 

 
60,070,0

00 

 

 
19 

 

 
57,715,00

0 

 
 

 
100 

 
 

 
95 

   



    
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

 
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

 
10 

 
65,560,000 

 
10 

 
28,544,800.00 

 
100 

 
25.95 

 
10 

 
110,000,000 

 
10 

 
63,374,800 

 
100 

 
58 

 
10 

 
110,000,000 

 
10 

 
94,159,800 

 
100 

 
85.,60 

 
1
0 

 
110,000,

000 

 
10 

 
94,159,800 

 
100 

 
8
5
.
,
6
0 

 
1
0 

 
110,000,

000 

 
10 

 
94,159,80

0 

 
100 

 
8
5
.
,
6
0 

   

    
Penyediaan BarangCetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan 

 
8 

 
228,656,800 

 
8 

 
203,193,466.00 

 
100 

 
88.86 

 
8 

 
228,656,800 

 
8 

 
207,890,866 

 
100 

 
91 

 
8 

 
228,656,800 

 
8 
 

213,592,766 

100 93.00 
 

8 

 
228,656,

800 

 
8 

 
213,592,766 

100 93.00 
 

8 

 
228,656,

800 

 
8 
 
213,592,7

66 

100 93.00    

    
Penyediaan BahanBacaan 

dan PeraturanPerundang- 

undangan 

 
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang- 

Undangan yang Disediakan 

 

 
3 

 

 
2,325,000 

 

 
3 

 

 
1,550,000.00 

 

 
100 

 

 
16.67 

       

 
3 

 

 
6,975,000 

 

 
3 

 

 
3,750,000 

100 54.00                

   

 
PenyediaanBahan/Material 

Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 

Disediakan 

 
1 

 
136,000,000 

 
1 

 
130,896,750.00 

 
100 

 
96.25 

      

 
1 

 
136,000,000 

 
1 
 

131,896,750 

 
100 

 
96.98 

               

   
 
Penyelenggaraan 

RapatKoordinasi 

danKonsultasi SKPD 

 
Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

 

 
3 

 

 
168,102,000 

 

 
3 

 

 
86,950,000.00 

 
 

 
100 

 

 
12.93 

 

 
3 

 

 
306,868,000 

 

 
3 

 

 
192,762,300 

 

 
100 

 

 
63 

 

 
3 

 

 
321,718,000 

 

 
3 

 

 
271,031,700 

 

 
100 

 

 
84.25 

               

   
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 
 

100 
 

842,633,800 
 

100 
 

526,367,402 
 

100 
 

17.33 
 

100 
 

1,571,502,200 
 

100 
 

1,192,833,710 
 

100 
 

76 
 

100 
 

2,357,279,000 
 

100 
 

1,607,105,411 
 

100 
 

100 
 

100 
 
2,357,27

9,000 

 
100 

 
1,607,10

5,411 

 
100 

 
100 

 
100 

 
2,357,27

9,000 

 
100 

 
1,607,10

5,411 

 
100 

 
100 

   

   

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

 
1 

 
3,000,000 

 
1 

 
3,000,000 

 
100 

 
100 

                           

   

 
Penyediaan JasaKomunikasi, 

SumberDaya Air dan Listrik 

 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan 

 

 
3 

 

 
221,916,800 

 

 
3 

 

 
116,632,402 

 

 
100 

 

 
13,45 

 

 
3 

 

 
440,725,200 

 

 
3 

 

 
279,676,910 

 

 
100 

 

 
63 

 

 
3 

 

 
702,642,000 

 

 
3 

 

 
364,458,611 

 

 
100 

 

 
52 

 

 
3 

 

 
702,642,

000 

 

 
3 

 

 
364,458,61

1 

 

 
100 

 

 
52 

 

 
3 

 

 
702,642,

000 

 

 
3 

 

 
364,458,6

11 

 

 
100 

 

 
52 

   

   
 
Penyediaan JasaPelayanan 

Umum Kantor 

 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

disediakan 

 
3 

 
617,717,000 

 

 
3 

 

 
406,735,000 

 
100 

 
18,76 

 
3 

 
1,130,777,000 

 
3 

 
913,156,800 

 
100 

 

 
81 

 
3 

 
1,654,637,000 

 
3 

 

 
1,242,646,800 

 
100 

 

 
75 

 
3 

 
1,654,63

7,000 

 
3 

 

 
1,242,646,

800 

 
100 

 

 
75 

 
3 

 
1,654,63

7,000 

 
3 

 

 
1,242,646,

800 

 
100 

 

 
75 

   

    
Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

 
100 

 

 
112,557,000 

 

 
100 

 

 
60,839,000 

 

 
100 

 

 
10.87 

 

 
100 

 

 
522,383,000 

 

 
100 

 

 
305,826,600 

 

 
100 

 

 
59 

 

 
100 

 

 
559,450,800 

 

 
100 

 

 
524,859,500 

 

 
100 

 

 
94 

 

 
100 

 

 
559,450,

800 

 

 
100 

 

 
524,859,500 

 

 
100 

 

 
94 

 

 
100 

 

 
559,450,

800 

 

 
100 

 

 
524,859,500 

 

 
100 

 

 
94 

   

    
Penyediaan jasa 

pemeliharaan, Biaya 

pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan Dinas 

atau kendaraan Dinas jabatan 

 
Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

 
 

 
31 

 

 
82,213,000 

 

 
20 

 
 

 
52,749,000 

 

 
65 

 
 

 
40.80 

 

 
31 

 

 
92,214,000 

 

 
27 

 

 
84,877,600 

 

 
87 

 

 
92 

 

 
31 

 

 
129,281,800 

 

 
28 

 
 

 
102,196,500 

 

 
90 

 
 

 
79.05 

 

 
31 

 

 
129,281,

800 

 

 
28 

 
 

 
102,196,50

0 

 

 
90 

 
 

 
79.05 

 

 
31 

 

 
129,281,

800 

 

 
28 

 
 

 
102,196,5

00 

 

 
90 

 
 

 
79.05 

   

    
Pemeliharaan peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

 
70 

 
30,344,000 

 
20 

 
8,090,000 

 
25 

 
26.66 

 
70 

 
30,344,000 

 
60 

 
25,479,000 

 
86 

 
84 

 
70 

 
30,344,000 

 
50 

 
25,479,000 

 
71 

 
83.97 

 
70 

 
30,344,0

00 

 
50 

 
25,479,000 

 
71 

 
83.97 

 
70 

 
30,344,0

00 

 
50 

 
25,479,00

0 

 
71 

 
83.97 

   

   
 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

 

 
Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

       

 
2 

 

 
399,825,000 

 

 
1 

 

 
195,470,000 

 

 
50 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
399,825,000 

 

 
2 

 

 
397,184,000 

 

 
100 

 

 
99.34 

 

 
2 

 

 
399,825,

000 

 

 
2 

 

 
397,184,00

0 

 

 
100 

 

 
99.34 

 

 
2 

 

 
399,825,

000 

 

 
2 

 

 
397,184,0

00 

 

 
100 

 

 
99.34 

   

 


